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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka tercapainva sinergitas kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daerah  vang
berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan antara pusat dan daerah vang berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan. perlu ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 avat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara  Penvusunan. Pengendalian dan  Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b. dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Kkerna
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banto Utara Tahun
2020:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat [l Tapin dan Daerah Tingkat
Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemernintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan. Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
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13.

14.

15.

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor |
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2017 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Banto Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banto Utara Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banto
Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banto Utara Nomor 6):

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Barito Utara Tahun 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan -

1.

# W N

10.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Bupati adalah Bupat Barito Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah vang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnva disingkat
RKPD adalah Penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (Nasional) vang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannyva,
baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masvarakat.

Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah vang selanjutnva disebut
TAPD adalah Tim yvang dibentuk dengan keputusan Bupati dan
dipimpin oleh sekretaris daerah vang mempunyal tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penvusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah yang anggotanya terdin dan pejabat perencana daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnva sesual
dengan kebutuhan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah vang selanjutnyva
disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Banto Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah vang selanjutnya
disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Barito Utara.

Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan
Pengembangan Daerah vang selanjutnya disebut Bappeda
Litbang adalah Badan Perencana Pembangunan, Peneliian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB Il
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

RKPD Tahun 2020 disusun mengacu kepada Perda RPJPD
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 - 2025, RPJMD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2020.

(2) RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi :



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

a. pemerintah daerah dalam menyvusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020; dan

b. PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam
menyusun RKPD Tahun 2020.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam rangka penvusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) huruf a.
menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan penvusunan
Kebijjakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara (PPAS) yvang selanjutnva dibahas bersama
TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar] Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat {2} huruf b,
menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan dalam
menyvusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD

Pasal 4

PD membuat laporan Kkinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) vang bensi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-
masing program.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1), disampaikan
kepada Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Litbang paling lambat
10  (sepuluh) han setelah berakhirnva tnwulan vang
bersangkutan.

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berkutnya
vang diajukan oleh PD vang bersangkutan.

Pasal 5

Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD Tahun 2020 berdasarkan RKPD Kabupaten
Barito Utara Tahun 2020.

(1)

(2)

Pasal 6

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2020, sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. yang dimulai
dari tanggal 1 Januar 2020 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada avat (1), tercantum dalam lampiran vang
merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.
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Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Junj 2019

BUPATI BARITO UTARA.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Jyni 2019

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuaj dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM,
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